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MOTTO 
 

“Bersama yesus saya lebih dari seorang pemenang, iya mampu merubah kutuk menjadi 

berkat amin” 

 

“takut akan Tuhan adalah pergumulan pengetahuan, tetapi orang bodoh ,menghina hikmat 

dan didikan (amsal 1:7)”. 

 

“berdoalah untuk apa yang anda kerjakan, Bekerjalah untuk apa yang anda doakan” 

 

  

“Kesalahan adalah suatu alamia yang tidak dapat dihindari oleh siapa pun, kamu harus 

mampu menghadapinya hingga akhir perjuanganmu”. 

 

“Belajar tidak selalu dari buku, lingkungan juga bisa membuat kita mengambil pelajaran” 

 

 

“Formulasi dari sebuah kesuksesan adalah 3: bedoa, kerja keras dan pantang menyerah” 

 

 

“Kesalahan akan membuat seseoarang belajar untuk lebih baik lagi di masa yang akan  

datang”  

 

“Jangan menyerah dan teruslah mencoba! Tuhan akan melihat usaha dan kerja kerasmu” 

 

 

“Jangan terlalu gantung pada orang lain faktanya, kamu lebih kuat dari apa yang kamu 

pikirkan, hanya saja kamu tak pernah mempercayainya”. 

 

“Tuhan memberikan kita MATA bukan untuk menghina, tapi untuk melihat situasi, 

MULUT bukan untuk mengkritik, tapi untuk menyampaikan kebenaran, TANGAN bukan 

untuk menghukum yang berdoasa, tapi untuk menawarkan bantuan, TELINGA bukan 

untuk dengar gosip, tapi untuk mendengar keluh kesah. 

GUNAKAN SESUAI DENGAN KEHENDAK TUHAN”. 
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INTISARI 

 

Penelitian ini berjudul Partisipasi Masyarakat Dalam Perencanaan, Pelaksanaan, dan 

Evaluasi APBDesa Di Desa Banguntapan, Kecamatan Banguntapan, Kabupaten Bantul, 

Yogyakarta dengan latar belakang masalah adalah Bagaimana Partisipasi Masyarakat 

Dalam Perencanaan,Pelaksanaan, dan Evaluasi APBDesa. Adapun kondisi empirik di 

Desa Banguntapan, dalam hal ini pengelolaan Anggaran Pendapatan dan Belanja Desa 

(APBDesa) memang masih terjebak dalam formalisme, artinya pemerintah desa hanya 

mengisi pos-pos anggaran yang diberikan oleh Pemkab Bantul tanpa melakukan proses 

pembuatan APBDesa yang aspiratif dan partisipatif. Disamping itu kemampuan SDM 

yang masih sangat terbatas, sehingga proses pembuatan APBDesa kadang jauh melenceng 

dari tujuan APBDesa itu sendiri. Adapun tujuan dari penelitian ini yaitu mendeskripsikan 

Partisipasi Masyarakat Dalam Perencanaan, Pelaksanaan, Dan Evaluasi APBDesa dan 

mengetahui kendala-kendala dalam Partisipasi Masyarakat Dalam Perencanaan, 

Pelaksanaan, dan Evaluasi APBDesa.  

Dalam penelitian ini penyusun menggunakan jenis penelitian deskriptif kulitatif, 

dimana lokasi penelitiannya Di Desa Banguntapan, Kecamatan Banguntapan, Kabupaten 

Bantul, DIY. Dengan informan diantaranya, Kepala Desa, Sekertaris Desa, Bendahara 

Desa, Ketua RT/RW, Tokoh Masyarakat, Warga Masyarakat, dan Anggota BPD. Teknik 

analisis data diperoleh dengan teknik yang mengacu pada pada pengumpulan data, dengan 

pengamatan (observasi), dokumentasi dan wawancara (interview) dengan para informen 

yang dipilih sesuai dengan masalah yang diteliti  

Dari hasil penelitian ini maka dapat disimpulkan Partisispasi Masyarakat Dalam 

Perencanaan Angaran Pendapatan dan Belanja Desa (APBDesa). Berdasarkan tiga aspek 

(1). Keikutsertaan Masyarakat dalam Perencanaan APBDesa belum efektif, dimana 

masyarakat masih memberikan kepercayaan penuh kepada pemerintah desa untuk 

mengurus segala kebutuhan desa. Kearifan masyrakat dalam forum juga masih sangat 

rendah, (2). Keikutsertaan masyarakat dalam pelaksanaan APBDesa belum efektif dimana 

Pemerintah Desa cenderung diskriminasi dalam melibatkan masyarakat, masyarakat 

hanya diberi kesempatan dalam kegiatan yang bersifat pekerja fisik. Pemerintah Desa juga 

sangat tertutup tentang APBDesa sehingga masyarakat tidak mengetahui berapa jumlah 

APBDesa yang diterima dan digunakan untuk apa. Bahkan masyarakat tidak mengetahui 

apa itu APBDesa. (3). Keikutsertaan masyarakat dalam evaluasi APBDesa belum efektif, 

usulan-usulan masyarakat belum sesuai dengan program pembangunan yang sesuai 

dengan alur perencanaan APBDesa, karena alasan keterbatasan dana dan penyesuaian 

progaram pembangunan dari pemerintah pusat dan provinsi. Masyarakat tidak dilibatkan 

dalam evaluasi APBDesa sehingga masyarakat tidak tau berhasil atau tidaknya progaram 

pembagunan serta penyebab tidak berhasilnya       

 

 

Kata Kunci : Partisipasi Masyarakat dalam Anggaran Pendapatan dan Belanja Desa. 
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BAB I 

PENDAHULUAN 

 

A. Latar Belakang Masalah  

 

Desa merupakan embrio bagi terbentuknya masyarakat politik dan pemerintah Indonesia. Jauh 

sebelum bangsa ini terbentuk entitas sosial sejenis desa atau masyarakat adat dan lain sebagainya 

telah menjadi instusi sosial yang mempunyai posisi sangat penting. Mereka ini merupakan instansi 

yang otonom dengan tradisi, adat istiadat dan hukumnya sendiri yang mengatur kuat, serta relatif 

mandiri dari campur tangan entitas kekuasaan dari luar. (Purwo Santoso, agustus 2003) 

Kondisi Desa yang demikian menunjukan hakekat desa sebagai instusi kemasyarakatan, ini 

merupakan warisan turun-temurun dalam masyarakat. Desa dengan demikian ditandai dengan 

kemampuan untuk mengatur dan mengurus dirinya sendiri, termaksuk melakukan pengelolaan 

konflik dan pengembangan kemasyalatan sebagai jati diri Desa. Desa didefinisikan sebagai suatu 

masyarakat hukum ataupun entitas sosial polotik yang bukan hanya berhak namun juga mampu 

mengatur dan mengurus kepentingan-kepentingannya sendiri.( Eko Sutoro, 2005). 

Dalam sosok yang demikian., Desa relatif independen dan tidak banyak dibebani oleh 

kepentingan negara. Lebih dari itu, tata kelembagaan internal Desa berbeda dari suatu tempat ke 

tempat yang lain. Yang berbeda bukan hanya penyebutannya melainkan juga struktur internalnya.  

Pemberlakuan UU Nomor 6 Tahun 2014, Tentang Desa merupakan peletakan dasar bagi 

pembaharuan Desa. Upaya pembaharuan merupakan upaya untuk memberdayakan masyarakat 

Desa agar dapat memiliki akses terhadap berbagai hal yang mempengaruhi hidup mereka. 

Pembaharuan Desa menurut (Sutoro Eko, 2005) merupakan hal yang mesti dilakukan karena Desa 
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telah kehilangan jati dirinya. Desentralisasi dan otonomi daerah tidak hanya berhenti dikabupaten 

atau kota melainkan harus dibawah sampai ke Desa sebagai solusi untuk pembangunan 

kemandirian desa.  

Dalam bingkai desentralisasi dan otonomi daerah, berbagai ruang publik telah di buka bagi 

masyarakat Desa untuk berpartisipasi Desa diberi kesempatan untuk merencanakan dan 

menentukan apa yang menjadi kebutuhannya. Pendekatan button-up dipakai untuk menggantikan 

pendekatan top-down. Prinsip Subsidiaritas dipakai sebagai dasar pengembangan partisipasi 

masyarakat desa. Prinsip ini menegaskan bahwa apa yang dilakukan di level yang lebih rendah 

tidak perlu melibatkan level yang lebih tinggi. (Sutoro Eko, 2005). Dalam konteks ini kita dapat 

mengatakan bahwa apa yang dapat di putuskan dan dilakukan di tingkat Desa tidak perlu 

diintervensi oleh pemerintah di atasnya. Dalam hal ini Desa dibiarkan untuk mengatur dan 

mengurus dirinya sendiri secara lebih otonom.  

Prinsip subsidiaritas ini mengasumsi suatu kenyataan bahwa masyarakat Desa lebih tahu apa 

yang menjadi kebutuhan mereka. UU Nomor 25 Tahun 2004 tentang sistim perencanaan 

pembangunan nasional yang telah membuka ruang bagi partisipasi masyarakat. Pembangunan tidak 

hanya merupakan program yang diturunkan dari pemerintah melainkan program yang direncanakan 

secara partisipatif dimana masyarakat terlibat didalamnya. 

Seluruh upaya pembaharuan itu mendesak agar masyarakat diberi ruang yang luas untuk 

berpartisipasi dalam pembangunan dan pemerintahan. Rakyat bukan lagi objek melainkan mesti 

ditempatkan sebagai subjek dalam pembuatan kebijakan-kebijakan yang menyangkut kehidupan 

mereka. Upaya pembaharuan ini merupakan upaya untuk menegakkan demokrasi Di Indonesia, 

dimana ruang publik di buka bagi masyarakat untuk berpartisipasi.  

Dalam hubungan dengan perencanaan dan pembagnuan di Desa, Desa tidak lagi hanya menjadi 
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objek berbagai proyek dari pemerintah di atasnya melainkan Desa diberi peluang untuk mengatur 

dan mengurus dirinya sendiri. Dalam UU Desa Nomor 6 Tahun 2014 pasal 5 tentang Desa, 

menyiratkan bahwa Desa perlu menyusun sendiri rencana pembangunan jangka menengahnya 

(RPJMDes) yang merupakan dokumen perencanaan komprehensif  ( menyeluruh/lengkap ) selama 

5 tahun. RPMJDes merupakan dokumen tertulis yang berfungsi sebagai panduan bagi Pemerintah 

Desa dan lembaga kemasyarakatan Desa bersama warga masyarakat untuk meraih masa depan. 

RPJMDes tersebut disusun secara partisipatif melalui mekanisme musyawarah pembangunan Desa 

(musrenbangdes). Dan RPJMDes tersebut kemudian dijadikan acuan untuk menyusun Rencana 

Kerja pembangunan Desa (RKP-Desa) yang merupakan program kerja tahunan Desa. Dari 

RKP-Desa tersebut, setiap kegiatan yang dapat dibiayai oleh keuangan Desa akan dimasukan 

kedalam APBDesa. Dari mekanisme tersebut diperlukan partisipasi masyarakat agar dalam setiap 

penentuan kebijakan selalu berdasarkan pada kebutuhan masyarakat Desa.  

 Dengan berlakukunya otonomi daerah, dan sesuai dengan Undang-Undang no. 6 Tahun 2014 

Tentang Pemerintahan Desa, maka peran serta Pemerintah Desa sangat diharapkan untuk 

menunjang dan meningkatkan pendapatan yang digunakan untuk biaya pembangunan diberbagai 

bidang. 

Dengan kata lain bahwa Otonomi Daerah memberikan keleluasaan Desa untuk mengatur 

urusan rumah tangganya sendiri, termaksuk bagaimana suatu Desa melakukan perencanaan 

pembangunan di Desanya masing-masing. Perencanaan pembangunan yang partisipatif merupakan 

salah satu pola pendekatan perencanaan pembangunan yang kini sedang dikembangkan. 

Dalam Undang-undang Otonomi Daerah ini juga daerah memberi peluang kepada Desa dalam 

hal ini Pemerintah Desa untuk mengatur pula rumah tangganya atau pemerintahannya sendiri 

dengan adanya Undang-undang Desa No.6 Tahun 2014 Tentang Desa. Yang salah satu ayatnya 
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membahas alokasi anggaran dana desa yang harus dikelolah oleh Pemerintah Desa secara bijaksana 

dengan melibatkan masyarakat dalam setiap proses perencanaan, pelaksanaan serta evaluasi 

pembangunan di Desa dengan memakai angaran alokasi dana desa sebagai bagian APBDesa.  

Perencanaan pembangunan partisipatif merupakan pendekatan perencanaan pembangunan 

yang melibatkan peran serta masyarakat pada umumnya, bukan saja sebagai obyek tetapi sekaligus 

sebagai subyek pembangunan sehingga nuansa yang di kembangkan dalam perencanaan 

pembangunan benar-benar dari bawah. Adapun partisipasi mengkehendaki adanya keterlibatan 

masyarakat secara langsung dalam proses perencanaan, pelaksanaan dan evaluasi pembangunan 

Desa. Partisipasi merupakan keterlibatan setiap warga negara dalam mengambil keputusan 

Dengan demikian, perencanaan pembangunan tidak lagi ditentukan secara sepihak oleh 

pemerintah Desa, tetapi dirumuskan pula oleh masyarakat. Agar terciptanya good governance (tata 

pemerintahan yang baik). Menurut UNDP ( Sutoro Eko, 2005: 17-18) mengidentifikasi Good 

Governace  yaitu : 1. Partisipatif 2. Transparan dan tanggung jawab 3. Efektif dan berkeadilan 4. 

Mempromosikan supremasi hukum 5. Memastikan bahwa pioritas sosial,ekonomi, dan politik di 

dasarkan pada konsensus dalam masyarakat 6. Memastikan bahwa suara penduduk miskin dan 

rentah didengarkan dalam proses pembuat keputusan . 

Dalam setiap penentuan kebijakan pemimpin Desa dalam hal ini Kepala Desa harus selalu 

menekankan prinsip-prinsip Good Governance, begitu pula dalam pengelolaan keuangan desa, 

adapun prinsip pengeloalan keuangan desa dalam rangka Good Governance harus mencakup 

beberapa aspek diantaranya adalah : 

a. Aspiratif, dalam pengambilan kebijakan tentang pengelolaan keuangan Desa Pemerintah Desa 

dan BPD harus mendengar aspirasi dari masyarakat. 

b. Partisipatif, dalam pengambilan kebijakan pengelolaan keuangan desa, pemerintah Desa harus 
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melibatkan masyarakat. 

c. Transparansi, masyarakat memperoleh informasi yang cukup tentang APBDesa, termaksuk 

program pembangunan, lelang kas desa, bantuan pemerintah dan pungutan ke masyarakat. 

d. Akuntabilitas, dalam pengelolaan keuangan desa harus berdasarkan kepada aturan yang 

berlaku. (Sutoro Eko 2005) 

Dalam proses pengelolaan APBDesa dalam PERMENDAGRI No. 113 Tahun 2014 harus 

menekankan pada prinsip Good Governance, baik dari proses Perencanaan, Pelaksanaan, sampai 

kepada Evaluasi. Sehinggga APBDesa tidak terjebak dalam fenomena proseduralisme yang 

menyebabkan APBdesa belangsung secara tidak bermakna, karena tidak berbasis kepada kebutuhan 

masyarakat dan rencana startegis Desa, melainkan hanya sebagai prosedur yang harus di lewati. 

Dalam peraturan menteri ini yang di maksud dengan APBDesa adalah rencana keuangan 

tahunan Pemerintahan Desa yang dibahas dan disetujui bersama oleh Pemerintah Desa dan Badan 

Pemusyawaratan Desa dan di tetapkan oleh peraturan Desa. 

Penulis tertarik mengambil Daerah Penelitian Di Desa Banguntapan karena Desa Banguntapan 

merupakan Pedesaan yang memiliki masyarakat majemuk, baik dari sisi sosial, politik maupun 

Ekonomi, dan berusaha untuk menfokuskan perhatian pada  

Partisipasi Masyarakat Dalam Perencanaan, Pelaksanaan, Dan Evaluasi APBDesa. 

Adapun kondisi empirik Di Desa Banguntapan, Kecamatan Banguntapan, dalam hal 

Pengelolaan APBDesa memang masih terjebak pada Formalisme, artinya pemerintah desa hanya 

mengisi pos-pos anggaran yang di berikan oleh Pemkab Bantul tanpa melakukan proses pembuatan 

APBDesa yang Aspriratif dan Partisipatif. Disamping itu, kemampuan Sumber Daya Manusia yang 

ada masih sangat terbatas, sehingga proses pembuatan APBDesa kadang jauh melenceng dari 

tujuan APBDesa itu sendiri.  
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